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 This study examines the practice of claiming exclusivity of regional 

culinary names by regional organizations from the perspective of 

Intellectual Property Rights (IPR), which is considered inconsistent with 

the communal nature of traditional culinary within the geographical 

indication regime. The study uses normative legal methods with 

legislative, conceptual, and theoretical approaches, as well as qualitative 

analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results 

indicate that the claim lacks legal legitimacy because it contradicts Law 

Number 20 of 2016, the principles of the social function of rights, and 

distributive justice, and reflects the gap between law in books and law in 

action. Thus, exclusivity claims are unjustifiable, necessitating regulatory 

reform, harmonization of brands and geographical indications, and 

institutional strengthening to realize equitable, community-based IPR 

protection. 

  Abstrak 
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Hak Komunal, Hak Eksklusif, 
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 Penelitian ini mengkaji praktik klaim eksklusivitas nama kuliner daerah 

oleh organisasi kedaerahan dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI), yang dinilai tidak selaras dengan sifat komunal kuliner tradisional 

dalam rezim indikasi geografis. Penelitian menggunakan metode hukum 

normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan teoretis, serta 

analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Hasil menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki legitimasi hukum 

karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, 

prinsip fungsi sosial hak, dan keadilan distributif, serta mencerminkan 

kesenjangan antara law in books dan law in action. Dengan demikian, 

klaim eksklusivitas tidak dapat dibenarkan, sehingga diperlukan 

reformasi regulasi, harmonisasi merek dan indikasi geografis, serta 

penguatan kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan HKI yang adil 

berbasis masyarakat. 

  
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 

4.0 International License. 

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara 

 

Pendahuluan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan rezim hukum yang melindungi hasil cipta, rasa, 

dan karsa manusia yang bernilai ekonomi, sosial, dan budaya, yang dalam perkembangannya tidak 

hanya mencakup karya individual, tetapi juga ekspresi komunal melalui rezim indikasi geografis. 
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Produk kuliner khas daerah menjadi bagian penting dari kekayaan intelektual komunal karena 

merepresentasikan pengetahuan tradisional, reputasi lokal, serta keterkaitan dengan faktor geografis 

(Crespo-Moncada et al., 2025). Di Indonesia, kuliner khas berfungsi sebagai identitas budaya 

sekaligus instrumen ekonomi daerah yang strategis. Namun, meningkatnya nilai komersial memicu 

klaim eksklusivitas nama oleh pihak tertentu yang, meski bertujuan melindungi reputasi, 

menimbulkan persoalan batas hak eksklusif dan kepentingan publik (Harding et al., 2025). 

Perlindungan nama kuliner khas daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kolektif 

kepada masyarakat di wilayah geografis tertentu atas nama produk terdaftar. Ketiadaan pengaturan 

eksplisit mengenai klaim eksklusivitas oleh organisasi di luar komunitas produsen kemudian 

memunculkan potensi konflik antara prinsip kolektivitas, akses terbuka, dan monopoli penggunaan 

nama (Simbolon, 2023). Kondisi ini terlihat dari munculnya sengketa penggunaan nama produk 

daerah menunjukkan bahwa meski Indikasi Geografis seperti pada kasus Kopi Gayo dapat 

memperkuat ekonomi komunitas, tetap berisiko menimbulkan eksklusivitas jika tidak dikelola secara 

inklusif dan transparan. (Cadizza & Rizanazarli, 2023). 

Dari perspektif historis dan sosial, klaim eksklusivitas kuliner daerah dipicu meningkatnya 

kesadaran HKI dan globalisasi perdagangan. Secara internasional, Indikasi Geografis melindungi 

ekonomi dan identitas budaya, namun memicu perdebatan batas penggunaannya oleh pihak lain, 

termasuk di luar wilayah asal (Bashir, 2020). Perdebatan ini tercermin dalam diskursus global yang 

menyoroti ketegangan antara perlindungan Indikasi Geografis dan prinsip persaingan usaha yang 

sehat. Ketegangan tersebut semakin terlihat ketika nama geografis digunakan sebagai komponen 

dalam produk lain sehingga memperluas klaim eksklusivitas melampaui tujuan awalnya sebagai 

pelindung reputasi dan kualitas (Calabrese, 2023).  

Penelitian terdahulu umumnya memandang Indikasi Geografis sebagai instrumen 

perlindungan positif bagi produk tradisional dan ekonomi lokal (Crespo-Moncada, 2025; Harding, 

2025), namun lebih menitikberatkan pada perlindungan eksternal daripada konflik internal. Di 

Indonesia, kajian normatif seperti Simbolon (2025) telah menyinggung potensi penyalahgunaan hak 

eksklusif, tetapi belum mengkaji batas kewenangan organisasi pengelola terhadap pelaku usaha lokal 

yang sah secara geografis. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian terkait legitimasi klaim 

eksklusivitas nama kuliner daerah oleh organisasi kedaerahan, terutama dari aspek keadilan, 

kepentingan umum, dan hak masyarakat lokal sebagai subjek Indikasi Geografis (Ramadhan, 2025). 
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Berdasarkan uraian berbagai permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu 

menganalisis kedudukan hukum klaim eksklusivitas penggunaan nama kuliner khas daerah oleh 

organisasi kedaerahan dalam perspektif HKI di Indonesia serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan 

prinsip, rezim, dan tujuan perlindungan HKI, termasuk menilai apakah klaim tersebut selaras dengan 

karakter komunal atau justru menyimpang dari fungsi sosial dan keadilan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan 

deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2016 dan 

turunannya) serta pendekatan konseptual terkait hak eksklusif, hak komunal, fungsi sosial HKI, dan 

keadilan. Data meliputi bahan hukum primer (peraturan dan putusan pengadilan), sekunder (buku 

dan jurnal), serta tersier (kamus dan referensi). Data tersebut melalui studi kepustakaan dan dianalisis 

secara kualitatif melalui interpretasi serta analisis konten untuk mengidentifikasi norma, pandangan 

doktrinal, dan penafsiran hakim, kemudian diklasifikasikan guna menyusun argumentasi hukum 

yang sistematis. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kedudukan Hukum Klaim Eksklusivitas Penggunaan Nama Kuliner Khas Daerah oleh 

Organisasi Kedaerahan 

1. Analisis Normatif Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 

Klaim hak eksklusif atas penggunaan nama kuliner khas daerah oleh organisasi kedaerahan 

merupakan isu hukum yang berada pada pertemuan antara rezim merek dan indikasi geografis dalam 

sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa indikasi geografis merupakan tanda yang 

menunjukkan daerah asal suatu produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu 

akibat faktor geografis (Pasal 1 angka 6), sehingga sifat haknya bersifat kolektif dan tidak dapat 

dimonopoli oleh satu pihak (Sari & Santoso, 2022). 

Prinsip perlindungan indikasi geografis dalam UU MIG berlandaskan kepentingan umum dan 

keadilan distributif, yang menempatkan manfaat perlindungan bagi seluruh produsen di wilayah asal. 

Ketentuan Pasal 20 huruf f juga menegaskan larangan pendaftaran merek atas nama yang bersifat 

umum atau milik publik, termasuk nama geografis yang telah menjadi identitas bersama (World 

Intellectual Property Organization, 2017). Selain itu, Pasal 56 menegaskan bahwa hak indikasi 
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geografis dimiliki secara kolektif oleh masyarakat melalui representasi lembaga seperti MPIG, 

sehingga organisasi kedaerahan tidak memiliki kewenangan eksklusif untuk melarang penggunaan 

nama oleh pihak lain yang sah dalam wilayah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi 

normatif UU MIG menempatkan organisasi sebagai fasilitator, bukan sebagai pemilik hak. 

Dalam kerangka teori hukum, isu ini dapat dianalisis melalui teori hak kolektif (collective 

rights theory) yang menegaskan bahwa hak-hak tertentu, terutama yang berkaitan dengan budaya 

dan pengetahuan tradisional, tidak dapat direduksi menjadi hak individual. Dalam praktik 

yurisprudensi, pengadilan di Indonesia cenderung menolak monopoli atas nama geografis karena 

berpotensi menimbulkan kesesatan dan menghambat pelaku usaha lain. Dengan demikian, klaim 

eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah tidak memiliki dasar hukum yang kuat apabila 

bertentangan dengan karakter komunal indikasi geografis serta prinsip kepentingan umum dan 

keadilan dalam HKI. 

2. Konstruksi Hukum Mengenai Subjek Hak dalam Indikasi Geografis 

Konstruksi hukum subjek hak dalam indikasi geografis (IG) menunjukkan karakter sui 

generis yang berbeda dari rezim HKI konvensional karena menempatkan komunitas sebagai 

pemegang hak utama, sehingga kepemilikan dan pemanfaatannya bersifat kolektif serta 

mencerminkan perlindungan identitas budaya yang lahir dari interaksi historis manusia dan 

lingkungan. Subjek hak dalam indikasi geografis (IG) merujuk pada komunitas yang secara bersama 

menghasilkan produk dengan karakteristik khas berbasis faktor geografis dan diwariskan lintas 

generasi, sehingga kepemilikannya bersifat komunal, bukan individual (Sasongko, 2012). Karakter 

ini menunjukkan bahwa IG tidak lahir dari kreativitas individu, melainkan dari interaksi historis 

antara manusia dan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Dalam 

praktiknya, pengelolaan IG dilakukan melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) 

sebagai representasi formal yang berfungsi mengelola, mengawasi, dan memastikan pemanfaatan IG 

tetap sesuai standar, dengan dukungan pemerintah daerah sebagai fasilitator yang memperkuat 

perlindungan tanpa menggeser posisi komunitas sebagai pemegang hak utama (Putranti & Indriyani, 

2021). Sejalan dengan karakter komunal tersebut, hak penggunaan IG bersifat turunan (derivatif), 

yang hanya diberikan kepada produsen terdaftar yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak 

menimbulkan monopoli dan tetap menjaga prinsip kolektivitas (Selistiani et al., 2024). Secara 

teoretis, konstruksi ini mencerminkan teori hak kolektif dan fungsi sosial HKI, di mana perlindungan 

IG tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial serta pelestarian identitas 

budaya.  
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Implikasi normatif dari konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hak melekat secara kolektif 

pada komunitas, sehingga tidak terdapat ruang bagi monopoli oleh individu atau organisasi tertentu. 

Sistem ini juga menjamin akses terbuka bagi produsen yang memenuhi standar, sementara MPIG 

dan pemerintah daerah berperan sebagai pengelola dan fasilitator, bukan pemegang hak. Dengan 

demikian, perlindungan IG berorientasi pada kepentingan kolektif, keberlanjutan, dan keadilan 

distributif, sehingga berbeda dari HKI konvensional yang menekankan eksklusivitas individual 

(Yuridis & Noviyanti, 2021). 

3. Evaluasi Legitimasi Klaim Eksklusivitas Penggunaan Nama Kuliner Khas Daerah  

Penilaian keabsahan klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah harus ditempatkan 

dalam kerangka normatif HKI, khususnya UU No. 20 Tahun 2016, dengan mempertimbangkan 

ketegangan antara klaim individual dan sifat komunal nama geografis serta aspek sosial, filosofis, 

dan ekonomi. Dalam rezim merek, hak eksklusif bersifat terbatas karena mensyaratkan daya 

pembeda dan pada prinsipnya tidak dapat diberikan terhadap nama yang bersifat deskriptif seperti 

nama geografis, kecuali telah memiliki secondary meaning (Indriani & Pranoto, 2019). Sementara 

itu, dalam indikasi geografis, hak bersifat komunal dan sui generis karena melekat pada komunitas 

produsen dalam wilayah tertentu sehingga tidak dapat dimonopoli secara individual (Sasongko, 

2012). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa klaim eksklusivitas berpotensi menimbulkan distorsi 

hukum dan persaingan usaha karena bertentangan dengan tujuan IG yang menjaga reputasi dan nilai 

ekonomi kolektif (Kurnianingrum, 2020). Oleh karena itu, perlindungan indikasi geografis harus 

menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan dan akses publik terhadap penggunaan 

nama tempat (Anggraeni, 2013). 

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa klaim eksklusivitas atas 

nama kuliner khas umumnya tidak kuat jika bersifat geografis dan komunal, kecuali terbatas pada 

merek dengan unsur pembeda tanpa menghilangkan karakter geografis, sehingga perlindungan 

hukum harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan hak kolektif. 

Kesesuaian Klaim Eksklusivitas dengan Prinsip dan Tujuan HKI 

1. Analisis Keselarasan dengan Karakter Komunal Kuliner Khas Daerah 

Evaluasi klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah dalam HKI harus menekankan 

karakter komunal sebagai dasar analisis, mengingat perbedaan dengan pendekatan individualistik, di 

mana menurut UU No. 20 Tahun 2016 indikasi geografis melekat pada hubungan kolektif antara 

komunitas dan wilayah, bukan individu. Permasalahan hukum yang muncul dalam konteks ini 
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berfokus pada apakah klaim eksklusif oleh pihak tertentu terhadap nama kuliner daerah dapat 

dibenarkan dalam kerangka prinsip dasar HKI, khususnya dalam rezim indikasi geografis 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam perspektif normatif, 

indikasi geografis dipahami sebagai tanda yang mengidentifikasi asal suatu produk yang kualitas, 

reputasi, atau karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik yang bersifat 

alamiah, manusiawi, maupun kombinasi keduanya (Yessiningrum, 2015). Sementara itu, pengaturan 

dalam UU No. 20 Tahun 2016 menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis diberikan 

melalui mekanisme pendaftaran yang diajukan oleh lembaga representatif komunitas produsen. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa subjek hukum dalam rezim tersebut bersifat komunal-representatif, 

bukan individual-eksklusif. 

HKI berlandaskan prinsip insentif ekonomi yang memberi hak eksklusif untuk mendorong 

inovasi, namun dalam kuliner tradisional inovasi bersifat kolektif sehingga kurang relevan diterapkan 

secara kaku. Prinsip keadilan (reward theory) menuntut imbalan bagi kontributor, tetapi dalam 

indikasi geografis kontribusi bersifat komunal sehingga pemberian hak eksklusif pada satu pihak 

tidak mencerminkan keadilan distributif. Di sisi lain, indikasi geografis juga berfungsi sebagai 

penjamin reputasi dan kualitas produk bagi konsumen, bukan hanya kepentingan produsen (Urvash, 

2025). Dalam praktiknya, kuliner khas daerah mencerminkan karakter komunal yang kuat sebagai 

bagian dari kekayaan intelektual komunal (KIK) yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga 

kepemilikan dalam indikasi geografis tidak dapat dipahami sebagai kepemilikan individual semata 

melainkan kepemilikan kolektif masyarakat (Rochman & Pane, 2025); (Hamza & Pradana, 2022)  

Secara filosofis, hal ini sejalan dengan teori labour John Locke yang menempatkan nilai produk 

sebagai hasil kerja kolektif komunitas, sehingga hak melekat pada komunitas (Kusuma & Roisah, 

2022). Dengan demikian, secara normatif, teoretis, dan fungsional, klaim eksklusivitas atas nama 

kuliner khas daerah tidak memiliki kesesuaian dengan karakter komunal indikasi geografis dan hanya 

dapat dipertimbangkan secara sangat terbatas apabila tidak menghilangkan hak kolektif masyarakat. 

2. Uji Konsistensi Norma Hukum dengan Praktik: Asas Fungsi Sosial Hak dalam Klaim 

Eksklusivitas Nama Kuliner Khas Daerah 

Kajian keselarasan norma dan praktik dalam klaim eksklusivitas nama kuliner khas daerah 

dianalisis melalui perbandingan law in books dan law in action, dengan asas fungsi sosial sebagai 

tolok ukur yang menegaskan bahwa hak tidak bersifat absolut dan harus menyeimbangkan 

kepentingan individu serta kolektif. Secara normatif (law in books), Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 menempatkan indikasi geografis sebagai hak komunal yang tidak dapat dimonopoli 
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secara individual, dengan pendaftaran yang dilakukan oleh lembaga representatif masyarakat di 

wilayah tertentu. Hal ini menunjukkan orientasi kolektif yang sejalan dengan asas fungsi sosial, yakni 

distribusi manfaat yang merata dan pencegahan pemusatan hak. Selain itu, Sasongko (2012) juga 

menegaskan bahwa IG bersifat sui generis dengan karakter komunal, sehingga penggunaannya harus 

tetap terbuka bagi komunitas yang memenuhi kriteria. Sebaliknya, dalam praktik (law in action), 

masih ditemukan klaim eksklusivitas melalui pendaftaran merek atau dominasi komersial atas nama 

kuliner daerah, yang menunjukkan adanya privatisasi aset budaya. Indriani & Pranoto (2019) dan 

Nugrahani & Halim (2025)menguatkan bahwa rendahnya pemahaman HKI komunal mendorong 

terjadinya penyimpangan tersebut, sehingga asas fungsi sosial belum berjalan optimal. Dengan 

demikian, perbedaan norma dan praktik menunjukkan adanya kesenjangan hukum yang ditandai 

privatisasi hak komunal, lemahnya penegakan, dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga klaim 

eksklusivitas bertentangan dengan fungsi sosial dan perlu diatasi melalui penguatan penegakan, 

literasi HKI, serta harmonisasi merek dan indikasi geografis. 

3. Implikasi Hukum terhadap Pelaku Usaha Lokal Lainnya dalam Klaim Eksklusivitas Nama 

Kuliner Khas Daerah 

Klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah menimbulkan pembatasan akses bagi 

pelaku usaha lokal dalam menggunakan identitas yang sejatinya bersifat komunal. Dalam praktiknya, 

perlindungan merek atas nama geografis dapat menghalangi pelaku usaha lain yang berasal dari 

wilayah yang sama untuk menggunakan nama tersebut, meskipun mereka memproduksi secara 

autentik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip indikasi geografis 

yang bersifat kolektif. Hal ini ditegaskan oleh Sasongko (2012) bahwa indikasi geografis merupakan 

rezim sui generis yang memberikan hak penggunaan secara bersama kepada komunitas, bukan hak 

eksklusif individual. Selain itu, meningkatnya risiko sengketa hukum hingga kriminalisasi pelaku 

usaha kecil akibat ketidakjelasan batas antara merek dan indikasi geografis, yang menunjukkan 

perlindungan hukum belum berpihak pada pelaku usaha lokal. Hal ini ditegaskan Indriani & Pranoto 

(2019) bahwa tumpang tindih pengaturan antara merek dan indikasi geografis sering menimbulkan 

konflik yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, klaim eksklusivitas menyebabkan distorsi 

persaingan dan ketimpangan ekonomi karena pihak tertentu menguasai keuntungan dari identitas 

geografis, sehingga pelaku usaha kecil kehilangan daya saing dan distribusi manfaat menjadi tidak 

merata. Hal ini ditegaskan Kurnianingrum (2020)  bahwa perlindungan indikasi geografis seharusnya 

menciptakan nilai tambah kolektif, bukan justru memusatkan keuntungan pada satu pihak. 

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan urgensi pembaruan hukum melalui pembatasan 
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pendaftaran merek berbasis nama geografis dan harmonisasi antara rezim merek dan indikasi 

geografis. Selain itu, penguatan perlindungan kekayaan intelektual komunal perlu menjadi prioritas 

agar tidak terjadi privatisasi atas aset budaya. Hal ini sejalan dengan Nugrahani & Halim (2025)  

bahwa tanpa perlindungan hukum yang memadai, kekayaan komunal rentan dieksploitasi oleh pihak 

yang memiliki akses lebih besar terhadap sistem hukum. Selain itu, penguatan kelembagaan dan 

peran negara penting melalui peningkatan kapasitas organisasi, pengawasan efektif, dan literasi 

hukum guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih adil. Yessiningrum (2015)  menegaskan 

bahwa keberhasilan perlindungan indikasi geografis sangat bergantung pada sinergi antara 

masyarakat dan pemerintah dalam menjaga nilai ekonomi dan budaya yang terkandung di dalamnya. 

Dengan demikian, penguatan kelembagaan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga 

sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan kolektif masyarakat. 

Solusi dan Rekomendasi Normatif 

Klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah oleh organisasi kedaerahan menunjukkan 

perlunya penegasan batas kewenangan secara normatif agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip 

hak kolektif dalam indikasi geografis. Hasil kajian menunjukkan bahwa MPIG dibentuk untuk 

menjalankan fungsi perlindungan dan pengelolaan indikasi geografis, tetapi belum diikuti dengan 

pengaturan yang komprehensif mengenai status dan perlindungan hukumnya dalam peraturan 

perundang-undangan (Rahmayanti & Sudiarta, 2022). Selain itu, organisasi kedaerahan hanya 

berfungsi sebagai representasi masyarakat dan pengelola administratif, bukan sebagai pemilik hak 

atas nama atau produk geografis tersebut (Darwance et al., 2024). Oleh karena itu, kewenangan yang 

dimiliki bersifat terbatas pada fungsi pengelolaan seperti pengawasan standar, sertifikasi, dan 

pengendalian mutu, bukan untuk melakukan pembatasan akses atau monopoli penggunaan oleh 

pelaku usaha lain yang masih berada dalam komunitas yang sama. Dalam praktiknya, masih terdapat 

kekosongan norma yang menyebabkan ambiguitas peran organisasi, terutama terkait status hukum, 

batas kewenangan, dan mekanisme pengawasan, sehingga berpotensi memunculkan klaim eksklusif 

yang tidak sesuai dengan karakter komunal indikasi geografis. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan regulasi yang menegaskan bahwa organisasi 

kedaerahan tidak memiliki hak eksklusif, melainkan hanya berperan sebagai pengelola dan 

pengawas yang menjamin akses terbuka, disertai standarisasi kewenangan dan penguatan 

akuntabilitas. Selain itu, perlu revisi regulasi untuk memperjelas batas hak eksklusif dan komunal, 

penyusunan aturan teknis penggunaan nama geografis, serta penguatan peran pemerintah sebagai 

fasilitator dan peningkatan literasi hukum, agar perlindungan HKI tetap adil, kolektif, dan 
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mencegah monopoli. 

 

SIMPULAN 

  Klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah pada dasarnya tidak memiliki legitimasi 

kuat karena bertentangan dengan karakter indikasi geografis yang bersifat komunal dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016, di mana hak melekat pada komunitas, bukan individu atau 

organisasi. Dalam hal ini, organisasi seperti MPIG hanya berperan administratif, bukan pemegang 

hak. Secara normatif, klaim tersebut menyimpang dari prinsip HKI yang menekankan keadilan 

distributif, fungsi sosial, dan kepentingan kolektif, sehingga diperlukan pembaruan regulasi, 

penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran hukum agar sistem HKI lebih adil dan adaptif. 
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